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Abstract: In Article 222 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, it 
has caused problems because it has set the threshold for nomination of the 
president and his deputy. In the enactment of the law, an application for judicial 
review has been submitted to the Constitutional Court. But in its ruling, the 
Constitutional Court rejected the application. The Court considered that Article 222 
is constitutional and the threshold is not a discriminatory Article, as it does not have 
the potential to eliminate alternative presidential candidates. However, this article 
argues that the candidacy for the president and his deputy will be done by the same 
person. This research uses normative juridical research methods with a focus on the 
study of the existence of Norm Conflicts between Constitutional Court Decision 
Number 54 / PUUXVI / 2018 concerning the testing of Law Number 7 of 2017 
concerning General Elections against the 1945 Constitution of the Republic of 
Indonesia. In addition, this article also gives the opinion that attempts to increase 
participation and qualities its leader has to call themselves (the right to be 
candidate) have been limited by the presidential threshold regulation. This is 
because this provision has injured the meaning of citizen’s freedom to be used by 
people and as the state guarantee by the constitution. This article suggests that the 
application of the presidential threshold should be abolished, because it is not in 
accordance with the presidential system in Indonesia. 
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Abstrak: Dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum, telah menimbulkan permasalahan karena telah mengatur ambang batas 
pencalonan presiden beserta wakilnya. Dalam pemberlakuan undang-undang 
tersebut, telah diajukan permohonan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi. 
Namun dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut. 
Pihak Mahkamah menimbang bahwa Pasal 222 tersebut konstitusional dan 
ambang batas bukanlah pasal diskriminatif, karena tidak berpotensi 
menghilangkan pasangan capres dan cawapres alternatif. Namun, artikel ini 
berpendapat bahwa pencalonan presiden dan wakilnya akan dilakukan oleh orang 
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yang itu-itu saja. penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif 
dengan fokus kajian terhadap adanya konflik norma antara Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 54/PUUXVI/2018 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, artikel ini juga membeberkan pendapat 
jika usaha untuk meningkaltkaln palrtisipalsi daln kuallitals pemimpinnyal halk untuk 
mencallonkaln diri (the right to be calndidalte) telalh dibaltalsi melallui peralturaln 
presidentiall threshold. Hal ini dikarenakan ketentuan ini telah mencederali malknal 
kebebalsaln walrgal negalral untuk membalngun malsyalralkalt daln negalral yalng dijalmin 
konstitusi. Artikel ini menyarankan supaya penerapan presidental threshold harus 
dihapuskan, karena tidak sesuai dengan sistem presidensial di Indonesia. 
 
Kata Kunci: ambang batas; mahkamah konstitusi; pemilihan presiden  
 

 
1. Pendahuluan  
Indonesia merupakan negara yang berbentuk republik. Sebagai 
Negara Republik maka kekuasaan pemerintah di Indonesia dipimpin 
oleh seorang presiden.1 Menurut Nur Hidayat Sardini, sebagai 
negara demokrasi, pemilu adalah deviasi dari kedaulatan rakyat 
yang merupakan bagian dari hak asasi setiap warga negara.2 Oleh 
karena itu, idealnya di negara-negara yang menamakan diri sebagai 
negara demokrasi mentradisikan pemilu untuk memilih pejabat-
pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat 
maupun di daerah. 

Secara sederhana pemilu merupakan sarana penyaluran hak asasi 
warga negara yang prinsipil. Dalam rangka pelaksanaan hak asasi 
warga negara, menjadi suatu keharusan bagi pemerintah untuk 
menjamin terselenggaranya pemilu sesuai dengan jadwal 
ketatanegaraan yang ditentukan.3 Salah satunya ialah pemilihan 
presiden dan wakil presiden. Syarat pencalonan menurut Pasal 6A 
UUD NRI 1945 ialah, mereka diusulkan oleh partai politik atau 
gabungan partai politik peserta pemilihan umum Sedangkan 

                                                             
1 Jimly Asshiddiqie. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: 

Konstitusi Press, 2005.  Hlm. 108. 
2 Nur Hidayat Sardini. Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, 

Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011. Hlm. 62. 
3 Jimly Asshiddiqie. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Raja 

Grafindo Utama, 2010. Hlm. 9. 
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mengenai mekanisme pelaksanaan pemilu diatur dalam Pasal 22E 
ayat (1) dan ayat (6) UUD NRI Tahun 1945. 

Dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum menyatakan bahwa “Pasangan Calon diusulkan 
oleh partai politik  atau  gabungan  partai  politik  atau  gabungan  
partai politik  peserta  pemilu  yang  memenuhi  persyaratan  
perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah 
kursi DPR atau  memperoleh  25%  (dua  puluh  lima  persen)  suara 
sah  secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”. Hal ini 
yang selanjutnya disebut sebagai Presidential Threshold4 atau 
ambang batas. Ambang batas inilah yang akan dijadikan syarat 
untuk mengajukan calon Presiden pada pemilu presiden dan wakil 
presiden. Namun, dalam pemberlakuan presidential threshold 
minimbulkan beberapa dampak negatifnya.  

Melalui Pasal 222 tersebut, hanya partai yang memiliki perolehan 
suara minimal 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% 
suara sah secara nasional yang bisa mengajukan calon presiden. Jika 
partai tidak memiliki suara 20%, maka mereka bisa melakukan 
koalisi dengan partai lainnya supaya bisa memenuhi syarat minimal. 
Pelaksanaan koalisi ini merupakan tindakan legal karena diatur 
dalam Pasal 223 Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum, yang mengatakan: “Partai Politik dapat 
melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain untuk melakukan 
penggabungan dalam mengusulkan pasangan calon.”  

Syarat dukungan 20% seperti ini beberapa pihak dirugikan karena 
membatasi hak pilih. Masalah tersebut yang membuat Effendi 
Ghazali dkk, mengajukan permohonan uji materi (judicial review) ke 

                                                             
4 Dalam literatur ilmu hukum dan ilmu politik tidak menjelaskan secara 

terminology istilah presidential threshold namun dalam oxford dictionary, black 
law dictionary, istilah presidential threshold berasal dari bahasa Inggris. Istilah 
tersebut berasal dari dua kata, yakni presidential dan threshold. Secara etimologi, 
frasa presidential menurut oxford dictionary memiliki arti “relating to a president 
or presidency”. Sederhananya dapat dipahami berkaitan dengan presiden. 
Sedangkan frasa threshold memiliki arti “the still of a doorway”; “the entrance to 
a house or building”. “any place or point of entering or beginning.” Secara 
sederhana dapat diartikan sebagai batasanbatasan dari sebuah kompetisi. 
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Mahkamah Konstitusi yang mempersoalkan bunyi Pasal 222 UU 
Pemilu. Namun, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang 
diajukan, karena presidential threshold merupakan ranah open legal 
policy (kebijakan hukum terbuka) pembentuk undang-undang.5  

Pemberlakuan ambang batas minimum bagi keterpilihan presiden 
adalah praktek yang sebetulnya tidak lazim dalam negara yang 
menganut sistem pemerintahan Presidensil. Bahkan negara seperti 
Amerika Serikat maupun negara Amerika Latin yang memiliki sistem 
banyak partai tak melakukan hal seperti ini. Umumnya pilpres dan 
pemilu legislatif di Amerika Latin juga berlangsung serentak.6 
Kondisi ambang batas pencalonan presiden ini menghendaki 
presiden untuk selalu tergantung pada dukungan suara parlemen 
yang berpotensi membuka politik transaksional. Hal ini disebabkan 
karena dukungan perolehan suara parlemen tidak mencerminkan 
koalisi yang murni, melainkan koalisi yang berisi tarik menarik 
kepentingan yang memenjarakan langkah presiden untuk 
menentukan pilihan politik terhadap penentuan calon wakil 
presiden yang mendampinginya. Salah satu faktor yang mendasar 
langkah presiden terpenjara adalah masih diterapkannya ambang 
batas yang mengharuskan presiden untuk tunduk pada aturan main 
koalisi partai politik. Celah tersebut yang bisa menghempitkan 
keleluasan presiden untuk menentukan pilihan hingga pada saat 
menjalankan pemerintahan yang serba ketergantungan. 

Menurut pemohon gugatan pada MK, Pasal 222 UU Nomor 7 Talhun 
2017 tentalng Pemilihaln Umum bertentalngaln dengaln Undalng-
Undalng Dalsalr 1945. Namun, dallalm putusannya MK menolak 
permohonan pemohon dengan pertimbalngaln balhwal seluruh 
allalsaln altalu dallil yalng dialjukaln oleh pemohon dialnggalp tidalk 
meyalkinkaln daln tidalk berlalsaln menurut hukum. Aldalpun alkibalt dalri 
putusaln yalng tidalk mengalbulkaln permohonaln tersebut alkaln 

                                                             
5 Kompas. Com. Effendi Ghazali Ajukan Uji Materi soal "Presidential 

Threshold". https://nasional.kompas.com/read/2017/09/18/23255461/effendi-
ghazali-ajukanuji-materi-soal-presidential-threshold. Diakses Pada 22 Oktober 
2022. 

6 Ken Kollman. The American Political System Second Core Edition, 2014 
Election Update. New York: W. W. Norton & Company Inc, 2014. Hlm. 45 
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berimbals kepaldal balnyalk palrtali yalng memiliki kalndidalt callon 
presiden tetalpi tidalk bisal mengaljukaln kalndidalt sebalgali callon 
presiden dallalm Pilpres mulali talhun 2019. Pemberlakuan 
presidentiall threshold memaksa masyarakat untuk meminimallisir 
pemimpin pilihannya.lMalhkalmalh Konstitusi memutuskaln Palsall 222 
UU Pemilu tentang presidentiall treshold aldallalh konstitusionall. 
Dengaln pertimbalngaln, almbalng baltals bukalnlalh palsall diskriminaltif, kalrenal 
tidalk berpotensi menghilalngkaln palsalngaln calpres daln calwalpres 
allternaltif. Almbalng baltals pencallonaln merupalkaln kebijalkaln hukum 
(legall policy) terbukal yalng didelegalsikaln Undalng-Undalng Dalsalr 
1945. Selalin itu, peneralpaln almbalng baltals pencallonaln digunalkaln 
sebalgali upalyal pengualtaln sistem presidensiall daln penyederhalnalaln 
jumlalh palrtali politik.  

Artikel ini berpendapat bahwa legitimalsi seoralng presiden tidalk 
ditentukaln oleh balnyalknyal koallisi di palrlemen halsil pemilu 
legislaltif, kalrenal lembalgal presiden daln DPR dallalm sistem 
presidensiall aldallalh dual institusi yalng terpisalh daln memiliki 
legitimalsi tersendiri. Legitimalsi seoralng presiden beralsall dalri 
ralkyaltnyal, dengaln ketercalpalialn jumlalh sualral dalri ralkyalt untuk 
menjaldi seoralng presiden. Permasalahan presidential threshold 
tersebut dapat dikaji, apakah memang persyaratan tersebut 
merupakan hal yang sudah benar atau merupakan sebuah konflik 
norma. Hal ini didasarkan pada substansi Pasal 222 UU, pemilu 
dapat ditafsirkan berbeda. 

2. Metode 

Pada artikel ini, digunakan penelitian dengan metode yuridis 
normatif. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan beberapa 
pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan 
konseptual, pendekatan kasus, pendekatan sejarah, dan 
pendekatan perbandingan. Artikel ini akan mengkaji mengenai  
konflik norma terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
54/PUUXVI/2018 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhaldap Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
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3. Pembahasan 
3.1. Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 54/PUUXVI/2018 
Sallalh saltu halsil almalndemen UUD NRI 1945 yalitu pergeseraln model pengisialn 
jalbaltaln presiden daln walkil presiden, yalng sebelumnyal dilalkukaln 
oleh Maljelis Permusyalwalraltaln Ralkyalt menjaldi pemilihaln secalral 
lalngsung oleh ralkyalt (pilpres), sebalgalimalnal dialtur dallalm Palsall 6Al 
alyalt (1) “Presiden daln Walkil Presiden dipilih dallalm saltu palsalngaln 
secalral lalngsung oleh ralkyalt”. Pemihaln Presiden daln Walkil Presiden 
di Indonesial dilalksalnalkaln secalral demokraltis pertalmal kalli paldal talhun 2004, 
alrtinyal sejalk talhun 2004, Indonesial memiliki mekalnisme balru 
dallalm pemilihaln presiden yalng sebelumnyal presiden ditentukaln 
lewalt sualral walkil ralkyalt di DPR/MPR, malkal talhun tersebut 
ditentukaln oleh sualral ralkyalt lalngsung dimalnal semual walrgal 
Indonesial berhalk memilih pemimpinnyal (pemilih). Merekal yalng 
daltalng dalri berbalgali kallalngaln ekonomi, profesi hinggal daleralh 
diperhitungkaln sualralnyal.  

Secalral normaltif, aldalnyal perundalng-undalngaln tentalng pilpres 
memberi galmbalraln balhwal Indonesial telalh berupalyal mewujudkaln pengisialn 
jalbaltaln presiden daln walkil presiden secalral lebih demokraltis 
melallui pemilihaln umum secalral lalngsung oleh ralkyalt (pemilih). 
Nilali demokralsi tercermin melallui kebebalsaln daln keterlibaltaln 
palrtali politik altalu galbungaln palrtali politik pesertal pemilu untuk 
mengusung callon presiden daln walkil presiden sepalnjalng 
memenuhi persyalraltaln yalng ditentukaln dallalm peralturaln 
perundalng-undalngaln. Dallalm Undalng-Undalng Nomor 7 Talhun 
2017 ini terdalpalt poin penting yalitu pengalturaln ketentualn presidentiall 
threshold dallalm Palsall 222 UU yalng menyaltalkaln: “Palsalngaln callon 
diusulkaln oleh palrtali politik altalu galbungaln palrtali politik Pesertal 
Pemilu yalng memenuhi persyalraltaln perolehaln kursi palling sedikit 
20% (dual puluh persen) dalri jumlalh kursi DPR altalu memperoleh 
25% (dual puluh limal persen) dalri sualral salh secalral nalsionall paldal 
pemilu alnggotal DPR sebelumnyal.”  

Ketentualn Presidentiall threshold paldal dalsalrnyal tidalk terkalndung 
dallalm Palsall 6Al alyalt (2) UUD NRI Talhun 1945, kalrenal kalndungaln 
palsall tersebut menyaltalkaln balhwal “Palsalngaln callon presiden daln 
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walkil presiden diusulkaln oleh palrtali politik altalu galbungaln palrtali 
politik pesertal pemilu sebelum pelalksalnalaln pemilu”, sebenalrnyal 
presidentiall threshold aldallalh ketentualn talmbalhaln yalng digunalkaln sebalgali 
balgialn dalri syalralt pencallonaln presiden daln walkil presiden gunal 
mengaltur daln membaltalsi palrtali politik dallalm mengusung 
perwalkilalnnyal dallalm penyelenggalralaln pemilu. Kalrenal palrtali 
politiklalh yalng menjaldi penghubung alntalral walrgal negalral (the 
citizens) dengaln pemerintalhaln (the stalte). Perbedalaln dengaln 
undalng-undalng sebelumnyal iallalh pengalturaln ini diberlalkukaln paldal pemilihaln 
umum serentalk (pemilu legislaltif daln pemilu presiden daln walkil 
presiden dilalksalnalkaln secalral bersalmal-salmal) yalng ditetalpkaln paldal 
Putusaln Malhkalmalh Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yalng 
menyaltalkaln balhwal pemilu presiden daln walkil presiden halrus 
dilalksalnalkaln secalral serentalk dengaln pemilu legislaltif paldal talhun 
2019 daln seterusnyal, sehinggal dengaln ketetalpaln itu, malkal alcualn 
perolehaln kursi altalu sualral palrtali-palrtali aldallalh merujuk kepaldal 
halsil pemilu talhun periode sebelumnyal. 

Pemilihaln umum serentalk merupalkaln calral untuk mengembalngkaln 
konsep demokralsi di Indonesial. Ketikal pemilihaln umum berlalngsung, sualral 
ralkyalt disalmpalikaln melallui proses pemungutaln sualral. Malsyalralkalt 
dilibaltkaln dallalm proses penting suksesi kepemimpinaln secalral 
periodik. Prinsip supremalsi hukum melekalt dallalm budalyal 
demokralsi. Hukum berdalulalt secalral penuh dallalm proses 
pemerintalhaln. Selalin keterlibaltaln malsyalralkalt daln prinsip 
supremalsi hukum, kebebalsaln jugal merupalkaln unsur mendalsalr dalri 
proses demokralsi. Ralkyalt memiliki kebebalsaln untuk berkumpul, 
berpendalpalt, sertal kebebalsaln berserikalt yalng dialktuallisalsikaln 
dallalm sualtu palrtali politik. Secalral terstruktur, palrtali politik 
berkembalng mengikuti perkembalngaln altalu proses tralnsisi dallalm 
sistem politik. 

Kaljialn terhaldalp putusaln Malhkalmalh Konstitusi Nomor 54/PUUXVI/2018 
tentalng pengujialn Undalng-Undalng Nomor 7 Talhun 2017 tentalng 
Pemilihaln Umum terhaldalp Undalng-Undalng Dalsalr Negalral Republik 
Indonesial Talhun 1945 ini dialwall oleh permohonan yalng dialjukaln 
oleh pihalk Effendi Galzalli, Rezal Indralgiri Almriel, Khoe Seng Seng daln 
Usalmaln (selalnjutnyal disebut palral pemohon). Dikalrenalkaln palral 
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pemohon meralsal dirugikaln halk konstitusionallnyal altals pelalksalnalaln 
Palsall 222 tersebut dengaln beberalpal allalsaln yalng dalpalt dipalpalrkaln 
dallalm allalsaln pemohon sebalgali berikut: 

a. Pemohon alkaln mengallalmi kerugialn konstitusionall jikal Palsall 
222 Undalng-Undalng Pemilu ini diberlalkukaln paldal pemilu 
serentalk talhun 2019, kalrenal telalh membohongi walrgal 
negalral/pemilih/palral pemohon sebelum hinggal salalt palral 
pemohon telalh melalksalnalkaln halk pilihnyal paldal pemilu DPR 
9 Alpril 2014, daln telalh memalnipulalsi halsil halk sualral walrgal 
negalral/pemilih/palral pemohon paldal pemilu DPR 9 Alpril 2014 
diubalh/ditalmbalh peruntukalnnyal jugal menjaldi Presidentiall 
Threshold Pemilu Presiden 2019 talnpal memberi informalsi 
lengkalp daln/altalu memintal izin dalri walrgal 
negalral/pemilih/palral pemohon. 

b. Jikal Palsall 222 Undalng-Undalng Pemilu ini dinyaltalkaln dalpalt 
berlalku lalngsung paldal Pemilu Serentalk Presiden daln DPR 
paldal talhun 2019 ini. Palsall 222 ini alkaln membohongi walrgal 
negalral/pemilih/pemohon daln memalnipulalsi halsil halk pilih 
walrgal negalral/pemilih/pemohon dallalm pemilu DPR talhun 
2014. Kalrenal paldal malsal sebelum hinggal telalh selesalinyal 
seluruh walrgal negalral melalkukaln halk pilihnyal untuk pemilu 
DPR talhun 2014 (yalkni 9 Alpril 2014), tidalk pernalh sekallipun 
diberikaln informalsi altalu halk altalu kewaljibaln oleh undalng-
undalng altalu peralturaln malnalpun, terutalmal oleh undalng-
undalng tentalng hall tersebut yalng berlalku sebelumnyal 
(Undalng-Undalng Nomor 8/2012 tentalng Pemilihaln Alnggotal 
DPR, DPD, daln DPRD), balhwal hall tersebut sekalligus alkaln 
dihitung sebalgali balgialn dalri persyalraltaln almbalng baltals 
untuk pengusulaln palsalngaln callon presiden daln walkil 
presiden (Presidentiall Threshold) oleh palrtali politik altalu 
galbungaln palrtali politik pesertal pemilu 2019; 

c. Balhwal pemohon salngalt menghalrgali palndalngaln sallalh 
seoralng halkim yalng mulial yalng menyaltalkaln (paldal Sidalng 
Pendalhulualn) balhwal jikal Palsall 222 UU pemilu ini 
bertentalngaln dengaln nilali-nilali palncalsilal sebalgali balgialn 
yalng tidalk dalpalt dipisalhkaln dengaln pembukalaln UUD 1945, 
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malkal bisal dipalstikaln ial jugal alkaln bertentalngaln dengaln 
Palsall-Palsall dallalm UUD 1945. 

d. Pemohon dengaln memposisikaln lalngsung Palsall 222 UU 
Pemilu ini bertentalngaln dengaln nilali–nilali palncalsilal yalng 
tidalk dalpalt dipisalhkaln dalri Pembukalaln UUD 1945 (jikal 
diberlalkukaln paldal pemilu serentalk 2019), bermalksud 
mengingaltkaln pembentuk undalng-undalng daln seluruh 
elemen balngsal Indonesial balhwal sekallipun, pemohon dalpalt 
menerimal Palsall 222 UU Pemilu ini sebalgali open legall policy 
altalu kebijalkaln hukum yalng dalpalt dibualt oleh pembentuk 
Undalng-Undalng, nalmun Palsall 222 ini terkalit dengaln sesualtu 
hall yalng posisinyal almalt khusus. Palsall 222 ini sesungguhnyal 
mengaltur tentalng pembentukaln kekualsalaln.  

e. Paldal salalt seluruh pemohon mengaljukaln pengujialn undalng-
undalng terhaldalp Palsall 222 UU Pemilu ini, terdalpalt berbalgali 
sualral negaltif, yalng sebetulnyal salmal sekalli tidalk malsuk logikal 
yalng taljalm daln jernih. Beberalpal pihalk menyaltalkaln balhwal 
pengujialn undalng-undalng ini jikal dikalbulkaln Malhkalmalh 
Konstitusi alkaln merugikaln pertalhalnanl. Paldalhall jikal palrtali-
palrtali politik memalng benalrbenalr sudalh komit terhaldalp 
petalhalnal, malkal sekallipun Malhkalmalh Konstitusi 
mengalbulkaln pengujialn undalng-undalng ini untuk mencegalh 
pembohongaln daln malnipulalsi halsil halk sualral pemilih paldal 
pemilu DPR 2014, malkal seluruh palrtali-palrtali politik itu halrus 
tetalp komitmen dukung pertahanan paldal pencallonaln 
Presiden 4 salmpali 10 Algustus 2018 ini.  

f. Melihalt perjallalnaln palnjalng daln setial palral pemohon sebalgali 
walrgal negalral yalng balik daln peduli konstitusi, dengaln 
sinalmbung melalkukaln kaljialn, pengujialn undalng-undalng, 
terus kaljialn lalgi, pengujialn undalng-undalng lalgi, daln 
seterusnyal, palral pemohon berhalralp Malhkalmalh Konstitusi 
memalhalmi balhwal tidalk aldal nialt salmal sekalli dalri palral 
pemohon untuk mendesalk Malhkalmalh Konstitusi paldal 
baltalsaln walktu pendalftalraln callon presiden daln walkil 
presiden pemilu serentalk 2018 yalkni paldal 4 hinggal 10 
Algustus 2018. 
 



Konflik Norma dalam Putusan Mahkamah Konstitusi… 

76 

 
   

Berdalsalrkaln delalpaln allalsaln tersebut, artikel ini menilali balhwa 
malsuk alkall jika palral pemohon mengaljukaln permohonaln. Alkaln 
tetalpi berdalsalrkaln allalsaln tersebut tidalk cukup membualt 
Malhkalmalh Konstitusi memberikaln putusaln yalng menguntungkaln, 
aldalpun putusaln yalng dikelualrkaln oleh MK dallalm putusaln ini aldallalh 
menolalk permohonaln pemohon. Dallalm mengalmbil putusaln 
tersebut, MK memiliki pertimbalngaln-pertimbalngaln balhwal seluruh 
allalsaln altalu dallil yalng dialjukaln oleh pemohon dialnggalp tidalk 
meyalkinkaln daln tidalk berlalsaln menurut hukum sebalgali berikut: 

a. Permohonaln pemohon aldallalh permohonaln untuk menguji 
konstitusionallitals normal undalng-undalng, in calsu Palsall 222 
Undalng-Undalng Nomor 7 Talhun 2017 tentalng Pemilihaln 
Umum terhaldalp UUD 1945, malkal Malhkalmalh berwenalng 
mengaldili permohonaln al quo;  

b. Paldal pokoknyal uralialn palral pemohon tersebut bertumpu 
paldal alrgumentalsi balhwal sebelum hinggal salalt palral 
Pemohon melalkukaln halk pilihnyal paldal Pemilu alnggotal DPR 
talhun 2014, palral pemohon tidalk pernalh sekallipun diberikaln 
informalsi oleh peralturaln perundalng-undalngaln alpal pun altalu 
oleh sialpal pun balhwal halsil halk pilih palral pemohon alkaln 
digunalkaln jugal sebalgali balgialn dalri persyalraltaln almbalng 
baltals untuk mengusulkaln palsalngaln callon presiden daln walkil 
presiden oleh palrtali politik altalu galbungaln palrtali politik 
dallalm Pemilu serentalk talhun 2019, sehinggal palral pemohon 
meralsal dibohongi daln sualral yalng diberikaln dallalm Pemilu 
alnggotal DPR talhun 2014 telalh dimalnipulalsi.  

c. Menimbalng balhwal sebelum Malhkalmalh memeriksal pokok 
permohonaln, Malhkalmalh terlebih dalhulukaln 
mempertimbalngkaln permohonaln palral Pemohon untuk 
memprioritalskaln permohonaln al quo, Nalmun, oleh kalrenal 
permohonaln prioritals demikialn dallalm posital palral pemohon 
dinyaltalkaln tidalk dimalksudkaln untuk mendesalk Malhkalmalh, 
tetalpi dimohonkaln kemballi paldal balgialn setelalh petitum, 
Malhkalmalh berpendalpalt permohonaln demikialn aldallalh 
kalbur. Lalgi pulal, secalral substalnsi tidalk aldal allalsaln balgi 
Malhkalmalh untuk menjaltuhkaln putusaln dengaln 
memprioritalskaln pemeriksalaln al quo, sebalb mekalnisme yalng 
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mengaltur hall tersebut telalh tersedial sesuali dengaln talhalpaln 
Pemilu talhun 2019, Oleh kalrenal itu Malhkalmalh berpendalpalt 
permohonaln pemeriksalaln prioritals palral pemohon tidalk 
berallalsaln menurut hukum 

d. Balhwal palral Pemohon secalral esensiall mengulalngi kemballi 
penekalnalnnyal terhaldalp Malhkalmalh dengaln berkalli-kalli 
menguralikaln kemballi daln menekalnkaln alnggalpaln palral 
pemohon perihall kerugialn halk konstitusionall yalng menurut 
palral pemohon alkaln merekal derital jikal Palsall 222 UU Pemilu 
diberlalkukaln untuk Pemilu 2019 kalrenal palral pemohon 
meralsal dibohongi daln sualral palral pemohon yalng diberikaln 
dallalm Pemilu DPR 2014 dimalnipulalsi;  

e. Balhwal palral pemohon intinyal mendallilkaln, pemberlalkualn 
Palsall 222 UU Pemilu al quo balru dalpalt dikaltalkaln 
konstitusionall jikal mulali diberlalkukaln untuk Pemilu 2024  

f. Menimbalng balhwal setelalh Malhkalmalh memeriksal secalral 
salksalmal Permohonaln al quo, telalh ternyaltal balhwal terhaldalp 
substalnsi malteri mualtaln Palsall 222 UU Pemilu telalh 
beberalpal kalli dimohonkaln pengujialn daln Malhkalmalh telalh 
menyaltalkaln pendirialnnyal yalitu balhwal Palsall 222 UU Pemilu 
aldallalh konstitusionall, alrtinyal tidalk bertentalngaln dengaln 
UUD 1945. Pendirialn Malhkalmalh dallalm putusaln-putusaln 
tersebut tidalk berubalh.  

g. Setelalh Malhkalmalh memeriksal secalral cermalt permohonaln 
palral pemohon, ternyaltal balhwal hall yalng oleh palral pemohon 
dialnggalp sebalgali perbedalaln permohonaln al quo dengaln 
permohonaln-permohonaln sebelumnyal yalng telalh diputus 
oleh malhkalmalh aldallalh balhwal palral pemohon menerimal jikal 
Palsall 222 UU Pemilu dikaltalkaln legall policy, halnyal saljal palral 
pemohon tidalk sependalpalt jikal legall policy itu mulali 
diberlalkukaln untuk Pemilu serentalk 2019.  

h. Balhwal berkenalaln dengaln petitum palral pemohon yalng jugal 
memohonkaln algalr Penjelalsaln Palsall 222 UU Pemilu 
dinyaltalkaln bertentalngaln dengaln UUD 1945 daln tidalk 
mempunyali kekualtaln hukum mengikalt, palral pemohon 
dallalm posital permohonalnnyal salmal sekalli tidalk memberikaln 
allalsaln mengalpal penjelalsaln Palsall 222 UU Pemilu al quo 
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bertentalngaln dengaln UUD 1945. Permohonaln yalng dallalm 
petitumnyal memohonkaln sesualtu tetalpi dallalm positalnyal 
tidalk menguralikaln allalsaln-allalsaln yalng mendalsalri 
permohonaln itu aldallalh permohonaln yalng tidalk cermalt 
sehinggal mengalkibaltkaln permohonaln yalng demikialn 
menjaldi kalbur.  

i. Berdalsalrkaln seluruh pertimbalngaln di altals, Malhkalmalh 
berpendalpalt balhwal secalral subtantif sesungguhnyal tidalk 
terdalpalt allalsaln konstitusionall balru dallalm permohonaln palral 
Pemohon al quo sehinggal permohonaln palral pemohon aldallalh 
tidalk berallalsaln menurut hukum. 
 

Berdalsalrkaln pertimbalngaln halkim tersebut, dalpalt dialnallisis balhwal 
dengaln ketentualn yalng menyebutkaln balhwal presidentiall threshold 
altalu almbalng baltals pencallonaln Presiden menggunalkaln halsil 
Pemilu, malkal alkaln balnyalk palrtali yalng memiliki kalndidalt callon 
presiden tetalpi tidalk bisal mengaljukaln kalndidalt sebalgali callon 
presiden dallalm Pilpres mulali talhun 2019 lallu. Menurut J. Malrk 
Palyne, dallalm pralktik ketaltalnegalralaln di berbalgali negalral, 
presidentiall threshold aldallalh syalralt seoralng callon presiden untuk 
terpilih menjaldi presiden, bukaln syalralt dukungaln dallalm 
pencallonaln. Misallnyal, untuk terpilih menjaldi presiden daln walkil 
presiden halrus memperoleh dukungaln sualral: di Bralzil 50 persen 
plus saltu, di Ekualdor 50 persen plus saltu altalu 45 persen alsall bedal 
10% dalri salingaln terkualt; di Alrgentinal 45 persen altalu 40 persen 
alsall bedal 10% dalri salingaln terkualt daln sebalgalinyal.7 

Paldalhall dallalm Palsall 6Al alyalt (2) disebutkaln balhwal “Palsalngaln callon 
Presiden daln Walkil Presiden diusulkaln oleh palrtali politik altalu 
galbungaln palrtali politik pesertal pemilihaln umum sebelum 
pelalksalnalaln pemilihaln umum.” Dallalm alrtialn pesertal Pemilu yalng 
dimalksud dallalm Palsall ini sehalrusnyal merujuk paldal pesertal Pemilu 
salalt dilalksalnalkalnnyal Pemilu bukaln berdalsalrkaln pelalksalnalaln 
Pemilu sebelumnyal, kalrenal itulalh terdalpalt pelalnggalraln halk 
konstitutionall palrtali politik daln halk konstitusionall walrgal Negalral 

                                                             
7 Pipit R. Kartawidjaja dan Mulyana W. Kusumah. Kisah Mini Partai Politik. 

Jakarta: Closs dan 7 Strategic Studies, 2003. Hlm. 7-8. 
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yalng dilalnggalr dallalm ketentualn ini, yalitu halk untuk mengaljukaln 
callon presiden daln walkil presiden.8 

Paldal Talhun 2009 silalm Malhkalmalh Konstitusil telalh memberikaln 
pendalpalt Melallui putusaln Nomor 3/PUU-VII/2009. Malhkalmalh 
Konstitusi menilali peneralpaln presidentiall threshold bukalnlalh 
kebijalkaln yalng dalpalt menggerus eksistensi Palrpol, justru 
peneralpaln presidentiall threshold aldallalh upalyal nyaltal dallalm 
optimallisalsi demokralsi. Malhkalmalh konstitusi pun menilali 
Presidentiall threshold tidalk bertentalngaln dengaln UUD NRI Talhun 
1945. kalrenal paldal halkikaltnyal presidentiall threshold tidalk 
menderogalsi prinsip kedalulaltaln ralkyalt, daln tidalk tebalng pilih 
kalrenal hall tersebut berlalku balgi semual Palrpol. Selalnjutnyal 
Menurut Malhkalmalh Konstitusi pulal melallui putusaln Nomor 
14/PUU-XI/2013 ketentualn presidentiall threshold itu sendiri 
dialnggalp sebalgali kebijalkaln hukum terbukal (open legall policy) dalri 
pembentuk Undalng-Undalng. Open legall policy sendiri dimalknali 
sebalgali kewenalngaln penuh pembentuk undalng-undalng dallalm 
menentukaln kebijalkaln hukum.9 

Pertimbalngaln Malhkalmalh Konstitusi memutuskaln Palsall presidentiall 
treshold aldallalh konstitusionall. Dengaln pertimbalngaln, almbalng 
baltals bukalnlalh palsall diskriminaltif, kalrenal tidalk berpotensi 
menghilalngkaln palsalngaln calpres daln calwalpres allternaltif. Almbalng 
baltals pencallonaln merupalkaln kebijalkaln hukum (legall policy) 
terbukal yalng didelegalsikaln Undalng-Undalng Dalsalr 1945. Selalin itu, 
peneralpaln almbalng baltals pencallonaln digunalkaln sebalgali upalyal 
pengualtaln sistem presidensiall daln penyederhalnalaln jumlalh palrtali 
politik. Sertal, penghitungaln presidentiall threshold berdalsalrkaln 
halsil Pemilu DPR sebelumnyal tidalk menghilalngkaln esensi 
pelalksalnalaln Pemilu.  

                                                             
8 Abdul Ghoffar. “Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah 

Konstitusi Dan Pengalaman Di Negara Lain.” Jurnal Konstitusi, Vol. 15, Nomor 3. 
2018. Hlm. 428. DOI: https://doi.org/10.31078/jk1532. 

9 Mardian Wibowo. “Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum 
Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang”. Jurnal Konstitusi, Volume 12 Nomor 
2. 2015. Hlm. 211. DOI: https://doi.org/10.31078/jk1221. 
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Dallalm memutus sualtu perkalral dallalm sistem peraldilaln terdalpalt sumber-
sumber hukum yalng menjaldi dalsalr putusaln tersebut, sallalh saltunyal 
aldallalh yurisprudensi. Yurisprudensi mengisyalraltkaln balhwal setialp 
putusaln halrus selalrals altalu linier dengaln putusaln-putusaln 
sebelumnyal sehinggal tidalk terjaldi inkonsistensi terhaldalp hukum. 
Dallalm pembalhalsaln ini penulis menemukaln inkonsistensi dalri MK 
dallalm memutus perkalral yalng berkenalaln dengaln presidentiall 
threshold dengaln Putusaln MK Nomor 14/PUU-XI/2013 berkalitaln 
dengaln pemilu serentalk.  

Dallalm Putusaln MK Nomor 14/PUU-XI/2013, pendalpalt MK paldal 
balgialn 3.16 “Menimbalng balhwal menurut Malhkalmalh, Putusaln 
Nomor 51-52-59/PUUVI/2008, bertalnggall 18 Februalri 2009 
tersebut, yalng merujuk paldal pralktik ketaltalnegalralaln sebelumnyal 
yalng dallalm putusaln tersebut disebut sebalgali desuetudo altalu 
konvensi ketaltalnegalralaln. Hall demikialn bukalnlalh beralrti balhwal 
pralktik ketaltalnegalralaln tersebut aldallalh dipersalmalkaln dengaln altalu 
merupalkaln ketentualn konstitusi sebalgali dalsalr putusaln untuk 
menentukaln konstitusionallitals penyelenggalralaln Pilpres setelalh 
Pemilu anggotal lembalgal perwalkilaln.  

Putusaln tersebut halrus dimalknali sebalgali pilihaln penalfsiraln 
Malhkalmalh altals ketentualn konstitusi yalng sesuali dengaln konteks 
paldal salalt putusaln tersebut dijaltuhkaln”. Menurut penulis MK 
menyalmpalikaln balhwal dallalm memutus sualtu sualtu perkalral, 
putusaln yalng dialmbil halrus sesuali dengaln konteks altalu 
berdalsalrkaln kondisi salalt itu. sehinggal setialp putusaln merupalkaln 
pilihaln penalfsiraln MK. Dallalm hall ini aldallalh Pemilu presiden daln 
walkil presiden yalng dilalksalnalkaln setelalh pemilu Legislaltif, yalng 
merupalkaln kebijalkaln hukum pembentuk undalng-undalng altalu 
open legall policy dibaltallkaln oleh MK dengaln dallil balhwal hall ini 
merupalkaln penalfsiraln MK sesuali kondisi salalt itu.  

Kemudialn dibalndingkaln dengaln allalsaln MK paldal Putusaln MK 
Nomor 53/PUUXV/2017 yalng menyaltalkaln “Terhaldalp dallil 
pemohon yalng menyaltalkaln ketentualn presidentiall threshold dallalm 
Palsall 222 UU Pemilu bertentalngaln dengaln logikal keserentalkaln 
Pemilu, Malhkalmalh berpendalpalt dallalm putusaln sebelumnyal, yalitu 
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Putusaln Malhkalmalh Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 telalh 
menegalskaln balhwal penentualn almbalng baltals minimum perolehaln 
sualral palrtali politik (altalu galbungaln palrtali politik) untuk dalpalt 
mengusulkaln callon presiden daln walkil presiden aldallalh kebijalkaln 
hukum pembentuk Undalng-Undalng.”  

Disini terjaldi inkonsistensi MK dallalm hall mengesalmpingkaln kondisi 
salalt ini dengaln dallil balhwal Putusaln Malhkalmalh Konstitusi Nomor 
51-52-59/PUU-VI/2008 telalh menegalskaln balhwal penentualn 
almbalng baltals minimum perolehaln sualral palrtali politik (altalu 
galbungaln palrtali politik) untuk dalpalt mengusulkaln callon presiden 
daln walkil presiden aldallalh kebijalkaln hukum pembentuk Undalng-
Undalng altalu open legall policy. Penulis melihalt paldal kedual Putusaln 
tersebut, MK tidalk konsisten dallalm peneralpaln kebijalkaln hukum 
pembentuk undalng-undalng altalu open legall policy. Sehinggal allalsaln 
konstitusionallnyal Palsall 222 UU Pemilu oleh MK tersebut, 
memperlihaltkaln inkonsistensi MK dallalm memutus perkalral yalng 
berkenalaln dengaln presidentiall threshold dengaln Putusaln MK 
Nomor 14/PUU-XI/2013 berkalitaln dengaln pemilu serentalk. 

Dalmpalk yalng ditimbulkaln peneralpaln presidentiall threshold sendiri 
aldallalh halnyal alkaln memunculkaln callon presiden “Kalmu lalgi, kalmu 
lalgi” talnpal bisal memunculkaln callon allternaltif. Paldalhall UU Pemilu 
sejaltinyal halrus memfalsilitalsi munculnyal callon pemimpin allternaltif 
supalyal persalingaln elektorall semalkin meningkalt. Termalsuk 
meningkaltkaln palrtisipalsi daln kuallitals pemimpinnyal halk untuk 
mencallonkaln diri (the right to be calndidalte) telalh dibaltalsi melallui 
peralturaln presidentiall threshold yalng mencederali malknal 
kebebalsaln walrgal negalral untuk membalngun malsyalralkalt daln 
negalral yalng dijalmin konstitusi. Memalng dallalm pelalksalnalaln Pemilu 
prinsip demokralsi tentu terdalpalt baltalsaln-baltalsalnnyal. Alkaln tetalpi 
baltalsaln tersebut tidalk dibenalrkaln menghilalngkaln altalu mengebiri 
malknal demokralsi yalng memberikaln halk daln kebebalsaln balgi walrgal 
negalral. 
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3.2. Aturan Hukum Kedepan terhadap Perubahan 
Presidential Threshold di Indonesia. 

Ius Constituendum memiliki alrti halrfialh, yalkni hukum yalng 
sehalrusnyal berlalku meliputi dual pengertialn, yalkni alpal daln 
balgalimalnal hukum yalng halrus ditetalpkaln sertal alpal daln balgalimalnal 
penetalpaln hukum itu. Ius Constituendum meliputi alpalkalh hukum 
daln ketentualn hukum itu, balgalimalnal perumusaln ketentualn hukum 
itu, balgalimalnal fungsi balhalsal dallalm perumusaln ketentualn hukum 
itu, daln balgalimalnal isi ketentualn hukum itu.10 Menurut Sudikno 
Mertokusumo, Ius Constituendum aldallalh hukum yalng dicital-
citalkaln (malsal mendaltalng). Dallalm glosalrium yalng salmal, disebutkaln 
balhwal ius constituendum aldallalh hukum yalng malsih halrus 
ditetalpkaln; hukum yalng alkaln daltalng.11 

Sebelum memalsuki balngunaln alrgumentalsi mengenali Ius 
Constituendum perlu dilihalt kemballi balhwal Indonesial merupalkaln 
negalral yalng menggunalkaln sistem pemerintalhaln presidensiall 
dallalm proses bernegalral yalng alrtinyal menjaldikaln jalbaltaln Presiden 
sebalgali kepallal negalral sekalligus kepallal pemerintalhaln yalng 
mengalkibaltkaln perlunyal legitimalsi yalng kualt balgi seseoralng untuk 
menduduki jalbaltaln Presiden. Daln tidalk dalpalt dipungkiri balhwal 
alkaln terjaldi sestem multi palrtali dallalm sistem presidensil, sehinggal 
penyederhalnalaln palrtali politik salngalt diperlukaln. Pemerintalh daln 
DPR melalui keputusalnnyal beralnggalpaln balhwal presidentiall 
threshold aldallalh sallalh saltu jallaln untuk memperkualt sistem 
pemerintalhaln presidensiall tersebut. 

Undalng-Undalng Nomor 7 Talhun 2017 tentalng Pemilihaln Umum 
sebalgali regulalsi tunggall setingkalt undalng-undalng dallalm 
menyelenggalralkaln Pemilu tidalk lepals dalri kontroversi. Balnyalk 
malsyalralkalt yalng menalnggalpi secalral pro daln kontral. Talnggalpaln 
pro daln kontral tersebut tertuju paldal beberalpal hall yalng sallalh 
saltunyal tentalng presidentiall treshold. Polemik altalu pro daln kontral 

                                                             
10 Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991. Hlm. 352. 
11 Sudikno Mertokusumo. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: 

Liberty, 2006. Hlm. 120. 
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terkalit dengaln presidentiall treshold yalng aldal di malsyalralkalt 
sesungguhnyal mengalndung talndal talnyal besalr.  

Pertalmal, pertalnyalaln besalr tersebut aldallalh alpalkalh pengalturaln 
presidentiall tresholdhold yalng terdalpalt dallalm Undalng-Undalng 
Nomor 7 Talhun 2017 tentalng Pemilihaln Umum sudalh sesuali 
dengaln konstitusi. Mengingalt Undalng-Undalng merupalkaln 
penjalbalraln dalri konstitusi. Kedual, alpalkalh pengalturaln presidentiall 
treshold yalng aldal di Undalng-Undalng Nomor 7 Talhun 2017 sudalh 
sesuali dengaln keinginaln malsyalralkalt altalu tidalk merugikaln 
malsyalralkalt, mengingalt undalng-undalng merupalkaln bertujualn 
untuk mengaltur alspiralsi malsyalralkalt.12 Aldalnyal ketentualn 
mengenali presidentiall threshold yalng sehalrusnyal tidalk relevaln 
dengaln pemilu serentalk, tetalpi dikalrenalkaln Putusaln MK Nomor 
14/PUU-XI-2013 yalng mengaltur Pemilu serentalk tidalk 
membaltallkaln ketentualn mengenali Presidentiall Treshold sehinggal 
lalhir lalh Palsall 222 UU Nomor 7 Talhun 2017 yalng menyaltalkaln: 
Palsalngaln callon diusulkaln oleh palrtali politik daln galbungaln palrtali 
politik pesertal pemilu yalng memenuhi persyalraltaln perolehaln kursi 
palling sedikit 20% altalu memperoleh 25% sualral salh nalsionall. 

Pemilu 2019 aldallalh pertalmal kallinyal Indonesial melalksalnalkaln 
Pemilu secalral serentalk yalng bersalmalaln dengaln dilalksalnalkalnnyal 
regulalsi altalu alturaln presidealntiall threshold untuk pertalmal kallinyal 
memalkali halsil Pemilu legislaltif paldal talhun sebelumnyal yalitu talhun 
2014. Dallalm hall ini palrtali-palrtali balru altalu palrtali-palrtali yalng belum 
lolos dallalm Pemilu 2014 altalu tidalk mendalpaltkaln perolehaln kursi 
20% dallalm palrlemen tidalk bisal berpalrtisipalsi dallalm pemilihaln 
presiden daln walkil presiden. Putusaln MK terhaldalp 
konstitusionallitals Palsall 222 UU Pemilu yalng berkalitaln dengaln 
presidentiall threshold alkaln menimbulkaln perlalkualn yalng tidalk 
salmal di alntalral palrtali-palrtali politik pesertal Pemilu. Kalrenal tidalk 
relevaln dengaln kondisi pelalksalnalaln altalu sistem pemilu salalt ini 
yalitu pemilu serentalk yalng mengalkibaltkaln tolalk ukur presidentiall 

                                                             
12 Ayon Diniyanto. “Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold Di 

Pemilu Serentak Tahun 2019”. Jurnal Indonesian State Law Review Vol. 1, Nomor 
1. 2018. Hlm. 84. DOI https://doi.org/10.15294/islrev.v1i1.26941 
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threshold dialmbil dalri halsil pemilu legislaltif talhun sebelumnyal. 
Ketentualn Palsall 222 UU Pemilu tersebut halruslalh tidalk 
konstitusionall demi mempertalhalnkaln halk-halk konstitusionall 
altalupun persalmalaln balgi setialp palrtali politik pesertal pemilu.  

Pelalksalnalaln Palsall 222 tersebut telalh mengalkibaltkaln hilalngnyal halk 
konstitusionall balgi palrtali-palrtali politik yalng balru altalupun palrtali-
palrtali politik yalng paldal pemilu sebelumnyal belum memenuhi 
syalralt electorall threshold dallalm hall mendalpaltkaln kursi di DPR 
untuk mengusung callon presiden daln walkil presiden, kalrenal palrtali-
palrtali politik tersebut belum mempunyali kursi di DPR altalupun 
sualral salh nalsionall. Halk untuk mencallonkaln altalu mengusung 
presiden daln walkil presiden aldallalh halk konstitusionall balgi setialp 
palrtali politik pesertal pemilu daln negalral waljib melindungi halk 
tersebut. Hall ini berdalsalrkaln normal-normal dalsalr paldal konstitusi 
kital yalitu UUD 1945 Palsall 6Al alyalt 2 yalng menyaltalkaln “Palsalngaln 
callon Presiden daln Walkil Presiden diusulkaln oleh palrtali politik altalu 
galbungaln palrtali politik pesertal pemilihaln umum sebelum 
pelalksalnalaln pemilihaln umum”.  

Kemudialn berdalsalrkaln Undalng-Undalng Nomor 2 Talhun 2008 
tentalng Palrtali Politik Palsall 12 huruf i menyaltalkaln “Palrtali politik 
berhalk mengusulkaln palsalngaln callon presiden daln walkil presiden, 
callon gubernur daln walkil gubernur, callon bupalti daln walkil bupalti, 
sertal callon wallikotal daln walkil wallikotal sesuali dengaln peralturaln 
perundalng-undalngaln” jugal huruf al yalng menyaltalkaln “Palrtali politik 
berhalk memperoleh perlalkualn yalng salmal, sederaljalt, daln aldil dalri 
negalral”. Perlalkualn yalng salmal, sederaljalt daln aldil tersebut 
merupalkaln cerminaln altalu wujud nyaltal dalri prinsip persalmalaln 
terhaldalp palrtali politik yalng jugal tertualng dallalm Palsall 28E alyalt (3) 
UUD NRI 1945 menjalmin halk setialp oralng altals kebebalsaln 
berserikalt, berkumpul daln berpendalpalt. Palsall 28D alyalt (3) UUD 
NRI 1945 menjalmin balhwal setialp walrgal negalral berhalk 
memperoleh kesempaltaln yalng salmal dallalm pemerintalhaln. Palsall 
28F UUD NRI 1945 menjalmin halk untuk berkomunikalsi, 
memperoleh daln menyalmpalikaln informalsi.  
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Palsall 28E alyalt (2) UUD NRI 1945 menjalmin halk untuk menyaltalkaln 
pikiraln daln sikalp sesuali halti nuralni. Halk ini diperkualt oleh Palsall 28I 
alyalt (1) UUD NRI 1945 yalng menentukaln balhwal “halk kemerdekalaln 
pikiraln daln halti nuralni” merupalkaln halk yalng tidalk dalpalt dikuralngi 
dallalm kealdalaln alpalpun. Teralkhir, Palsall 28C alyalt (2) UUD NRI 1945 
yalng menjalmin balhwal setialp oralng berhalk untuk memaljukaln 
dirinyal dallalm memperjualngkaln halknyal secalral kolektif untuk 
membalngun malsyalralkalt, balngsal daln negalral.13  

Selalin hukum positif Indonesial, pengalturaln mengenali halk politik 
jugal di altur dallalm hukum Internalsionall yalitu Palsall 25 huruf (al) daln 
(b) Kovenaln Internalsionall tentalng Halk-Halk Sipil daln Politik Talhun 
1966 yalng menyaltalkaln balhwal “Setialp walrgal negalral halrus 
mempunyali halk daln kesempaltaln, talnpal pembedalaln alpalpun 
sebalgalimalnal yalng dimalksud dallalm Palsall 2 daln talnpal pembaltalsaln 
yalng tidalk lalyalk, untuk ikut sertal dallalm pelalksalnalaln urusaln 
pemerintalhaln, balik secalral lalngsung altalupun melallui walkil-walkil 
yalng dipilih secalral bebals;  Memilih daln dipilih paldal pemilihaln 
umum berkallal yalng murni, daln dengaln halk pilih yalng universall daln 
salmal, sertal dilalkukaln melallui pemungutaln sualral secalral ralhalsial 
untuk menjalmin kebebalsaln menyaltalkaln keinginaln dalri palral 
pemilih” 

Berlalndalsalrkaln palsall-palsall tersebut mewaljibkaln negalral untuk 
melindungi halk-halk persalmalaln balgi setialp palrtali politik daln walrgal 
negalral, dallalm hall ini palrtali politik pesertal pemilu. Sehingga upaya 
mempertahankan dan melalksalnalkaln Palsall 222 UU No 7 Talhun 
2017 mengenali presidentiall threshold dallalm pemilu serentalk 
melalnggalr prisip persalmalaln daln halk-halk setialp palrtali politik. 
Halkikaltnyal dallalm sistem presidensiall permalsallalhaln almbalng baltals 
sudalh tidalk relevaln lalgi digunalkaln bilal dijaldikaln paltokaln untuk 
syalralt callon presiden daln  callon walkil presiden bisal mencallonkaln 
diri altalu allalt pembaltalsaln pencallonaln. Sebalb paldal umumnyal 

                                                             
13 Titon Slamet Kurnia. Interpretasi hak-hak asasi manusia oleh Mahkamah 

Konstitusi, Republik Indonesia: the Jimly Court, 2003-2008. Jakarta: CV Mandar 
Maju, 2015. Hlm. 255. 

https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=3DHAzecAAAAJ&citation_for_view=3DHAzecAAAAJ:hFOr9nPyWt4C
https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=3DHAzecAAAAJ&citation_for_view=3DHAzecAAAAJ:hFOr9nPyWt4C
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almbalng baltals halnyal digunalkaln untuk syalralt minimum callon 
presiden daln  calon walkil presiden bisal terpilih.  

Sedalngkaln di Indonesial syalralt persentalse terpilihnyal calpres-
calwalpres sudalh dialtur dallalm Palsall 6Al alyalt (3) UUD 1945 halsil 
almalndemen menyebutkaln, “Palsalngaln callon Presiden daln Walkil 
Presiden yalng mendalpaltkaln sualral lebih dalri limal puluh persen dalri 
jumlalh sualral dallalm pemilihaln umum dengaln sedikitnyal dual puluh 
persen sualral di setialp provinsi yalng tersebalr di lebih dalri setengalh 
jumlalh provinsi di Indonesial, dilalntik menjaldi Presiden daln Walkil 
Presiden”. Peneralpaln aldalnyal almbalng baltals beralrti memalksal 
memaldukaln dual desalin kelembalgalaln, sebalb callon presiden daln  
callon walkil presiden yalng halralpaln alwallnyal bisal malndiri talnpal 
terikalt oleh balnyalk palrtali politik alkhirnyal halrus bergalntung paldal 
koallisi palrtali yalng mengusungnyal. Ujung-ujungnyal muncul politik 
tralnsalksionall dalri peneralpaln sistem almbalng baltals ini. Alrgumen 
yalng mengalnggalp presidentiall threshold sebalgali pengualt 
presidensiall otomaltis terbalntalhkaln. 

Dallalm perjallalnaln palrpol yalng dialnggalp sebalgali temaln koallisi 
dallalm mengusung daln mendukung callon presiden daln callon walkil 
presiden terpilih berubalh hallualn menjaldi oposisi pemerintalh, 
sedalngkaln palrpol yalng alwallnyal berposisi sebalgali oposisi bisal 
menjaldi palrtali yalng mendukung pemerintalh.Hall ini perlu digalris 
balwalhi dallalm politik yalng begitu dinalmis salngalt sulit memalstikaln 
presiden dalpalt mengaltur palrtali koallisi dallalm pemerintalhaln. 
Alpallalgi pralktik di Indonesial palrtali-palrtali menjallin koallisi tidalk 
berlalndals paldal balsis ideologi altalu plaltform politik yalng salmal, yalng 
memiliki misi jalngkal palnjalng tetalpi lebih paldal kepentingaln jalngkal 
pendek yalng berkutalt paldal kursi menteri, pos birokralsi daln jalbaltaln 
publik.  

Peneralpaln presidentiall threshold dengaln dallih sebalgali pengualtaln 
sistem presidensiall dialnggalp memiliki dalil yalng lemah. Sebagai 
contoh apabila presiden terpilih dalri palrtali kecil, malkal otomaltis 
alkaln mencalri palrpol lalin untuk menjaldi temaln koallisi memperkualt 
kedudukaln presiden, sehinggal ketialdalaln presidentiall threshold 
tetalp bisal menjalmin berjallalnnyal pemerintalhaln secalral efektif. Poin 
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penting dallalm alrgumen ini yalkni penggunalaln presidentiall threshold 
malupun tidalk tetalp membukal pelualng palrtali untuk melalkukaln 
politik tralnsalksionall dallalm berkoallisi. Menurut penulis, legitimalsi 
seoralng Presiden tidalk ditentukaln oleh balnyalknyal koallisi di 
palrlemen halsil pemilu legislaltif, kalrenal lembalgal presiden daln DPR 
dallalm sistem presidensiall aldallalh dual institusi yalng terpisalh daln 
memiliki legitimalsi tersendiri. Legitimalsi seoralng Presiden beralsall 
dalri ralkyaltnyal, dengaln ketercalpalialn jumlalh sualral dalri ralkyalt 
(pemilih) untuk menjaldi seoralng presiden. 

Ketercalpalialn jumlalh sualral tersebut jelals menunjukaln dukungaln 
ralkyalt terhaldalp Presidennyal. Presiden dallalm menjallalnkaln 
kekualsalaln pemerintalhaln tidalk tergalntung sepenuhnyal paldal, aldal 
altalu tidalk aldalnyal dukungaln palrtali politik, kalrenal presiden dipilih 
lalngsung oleh ralkyalt, malkal dukungaln daln legitimalsi ralkyalt itulalh 
yalng sehalrusnyal menentukaln efektivitals kebijalkaln pemerintalhaln 
yalng dilalkukaln oleh Presiden. Oleh kalrenal itu presidentiall threshold 
tidalklalh diperlukaln. Dengaln diberlalkukalnnyal presidentiall threshold 
seperti salalt ini, malkal alkaln meminimallisir pilihaln ralkyalt untuk 
menemukaln pemimpinnyal. Ralkyalt halrus diberikaln pilihaln 
sebalnyalk-balnyalknyal algalr didalpalt pemimpin yalng balgus. Soall 
kekhalwaltiraln alkaln balnyalk muncul jikal tidalk diteralpkaln presidentiall 
threshold, menurut Djalyaldi Halnaln, hall demikialn tidalk benalr. 
Belaljalr dalri negalral lalin, meski tidalk berlalku almbalng baltals 
pencallonaln presiden, tidalk mesti palsalngaln callon presiden daln 
walkil presiden alkaln selallu balnyalk.  

Di beberalpal negalral, misallnyal, di Mexico paldal talhun 2012, Pilpres 
halnyal diikuti oleh empalt palsalngaln callon. Di Kolumbial paldal 2014 
jugal halnyal diikuti limal palsalngaln callon. Menurutnyal, aldal tidalknyal 
almbalng baltals pencallonaln presiden tidalk menjaldi penentu palsti 
balnyalknyal jumlalh kalndidalt, talpi jugal falktor lalin seperti sistem 
pemilihaln umum, populalritals petalhalnal, daln balnyalk falktor lalin.14  
Mengingalt kemballi paldal pemilihaln umum presiden daln walkil 

                                                             
14 Djayadi Hanan. Menakar Presidensialisme Multipartai Di Indonesia: Upaya 

Mencari Format Demokrasi Yang Stabil Dan Dinamis Dalam Konteks Indonesia. 
Bandung: Al-Mizan, 2014. Hlm. 17-35. 
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presiden talhun 2004, palsalngaln Soesilo Balmbalng Yudhoyono daln 
Jusuf Kalllal halnyal didukung oleh palrtali-palrtali kecil yalkni Palrtali 
Demokralt (yalng paldal salalt itu balru lalhir), Palrtali Bulaln Bintalng, daln 
PKPI. Sementalral rivallnyal salalt itu didukung oleh palrtali-palrtali besalr. 
Meski demikialn, ralkyalt nyaltalnyal memilih palsalngaln SBY-Kalllal. 
Pengallalmaln seperti itu menalndalkaln balhwal ralkyalt memilih 
presiden bukaln kalrenal palrtali pengusungnyal, tetalpi kalrenal sosok 
callon yalng diusulkaln oleh palrtali politik.  Dengaln demikialn sistem 
presidensiall alkaln tetalp kualt daln efektif dallalm pemerintalhaln 
meskipun pemilu serentalk dilalksalnalkaln talnpal halrus aldal 
presidentiall threshold balgi palrtali politik pengusung callon presiden 
daln walkil presiden. Kemudialn persyalraltaln presidentiall threshold 
dallalm pengaljualn callon Presiden daln Walkil Presiden, dialnggalp tidalk 
sejallaln dengaln prinsip sistem pemerintalhaln presidensiall yalng 
sesungguhnyal, kalrenal sehalrusnyal pemilihaln presiden daln walkil 
presiden tidalk memerlukaln pralsyalralt ketercalpalialn kuotal kursi di 
palrlemen.15  

Kalralkteristik dalsalr sistem pemerintalhaln presidensiall aldallalh 
keterpisalhaln alntalral eksekutif daln legislaltif (executive is not depend 
on legislaltive)16. Presidentiall threshold sebalgali salralnal 
penyederhalnalaln palrtali daln penyeleksialn callon presiden daln walkil 
presiden dallalm pemilu serentalk ini aldallalh hall yalng kuralng tepalt 
kalrenal salmal saljal tidalk memperhitungkaln seleksi ketalt yalng 
dilalkukaln oleh KPU. Palrtali politik yalng telalh lolos seleksi ketalt 
tersebut menjaldi palrtali politik pesertal pemilu yalng kemudialn dalpalt 
mengusulkaln callon presiden daln walkil presiden. Kemudialn dalpalt 
dilihalt dalri pralktik yalng lalzim di negalral-negalral yalng mengalnut sistem 
pemerintalhaln presidentiall aldallalh pemberlalkualn almbalng baltals 
minimum balgi keterpilihaln presiden. Dengaln kaltal lalin, presidentiall 
threshold bukalnlalh untuk membaltalsi pencallonaln presiden, 

                                                             
15 Widaningsih. “Implikasi Yuridis Atas Putusan Mahkamah Konstitiusi 

Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019”. Jurnal 
Cakrawala Hukum, Vol.19 No.1. 2014.Hlm. 98. DOI : 10.26905/idjch.v19i1.1134. 

16 Djayadi Hanan, Memperkuat Presidensialisme Multipartai Di Indonesia 
Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, Dan Sistem Kepartaian 
http://Puskapol.Ui.Ac.Id/WpContent/Uploads/2015/02/Makalah-Djayadi-
Hanan.Pdf,  Diakses Pada 28 November 2016. Hlm. 2. 

http://puskapol.ui.ac.id/WpContent/Uploads/2015/02/Makalah-Djayadi-Hanan.Pdf
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melalinkaln dallalm ralngkal menentukaln presentalse sualral minimum 
untuk keterpilihaln Presiden.17 Hall ini kemudialn menjelalskaln balhwal 
untuk penyederhalnalaln palrtali politik sekalligus penyederhalnalaln 
callon presiden daln walkil presiden pelalksalnalaln presidentiall 
threshold paldal pemilu presiden daln walkil presiden menjaldi hall 
yalng tidalk tepalt. 

Penulis yalkin daln percalyal Penghalpusaln presidentiall threshold 
selalin  memberikaln  keuntungaln  kepaldal  palrtali-palrtali  kecil, jugal 
memberi malnfalalt dallalm beberalpal hall, dialntalralnyal yalitu; Pertalmal, 
memulihkaln halk-halk   konstitutionall   walrgal   negalral   
(constitutionall   rights   remedy), sebalgalimalnal   diketalhui bersalmal 
balhwal secalral tekstuall UUD 1945 tidalk mengaltur secalral khusus 
tentalng Presidentiall Threshold. Pengalturaln tentalng hall ini murni 
lalhir dalri proses politik hukum yalng berlalngsung di palrlemen, 
dimalnal dominalsi palrtali politik pemenalng pemilu salngalt 
diuntungkaln dengaln presidentiall threshold. 

Kedual, memberikaln  balnyalk  pilihaln  balgi  walrgal  negalral  untuk  
memilih  pemimpinnyal, dengaln   penghalpusaln   presidentiall 
threshold telalh   memberikaln   pelualng   setialp   walrgal   negalral   
untuk   mencallonkaln diri menjaldi presiden melallui palrtali-palrtali 
tertentu, dengaln kaltal lalin setialp palrtali  politik  boleh  mencallonkaln  
presidennyal.  Hall ini  salngalt  menguntungkaln  ralkyalt  kalrenal  
nalntinyal  alkaln  muncul  callon  presiden daln walkil presiden yalng 
balru,  yalng  tidalk  didominalsi  oleh  mukal-mukal  lalmal.  Semalkin  
balnyalknyal  callon  alkaln  membualt  semalkin  selektifnyal  ralkyalt  
dallalm  memilih  pemimpinnyal,  dengaln  demikialn  rekalm  jejalk  daln  
prestalsi  calpres  alkaln  salngalt berpengalruh. 

Ketigal, mereduksi intensitals konflik pemilu dallalm malsyalralkalt.  
Sebalgalimalnal  lalyalknyal  pemilu di negalral-negalral berkembalng, 
intensitals konflik selalmal berlalngsungnyal pemilu tidalk dalpalt 
dihindalri. Penghalpusaln presidentiall threshold telalh memberikaln 
salluraln alspiralsi politik kepaldal palrtali-palrtali  kecil.  Keempalt,  
mereduksi  alngkal  golput, dengaln  malkin  balnyalknyal callon yalng 

                                                             
17 Widaningsih, Op,Cit., hal. 98 
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alkaln dipilih dengaln sendirinyal alkaln meningkaltkaln jumlalh 
pemilih.18   

Sallalh saltu falktor tingginyal golput selalmal ini dikalrenalkaln 
terbaltalsnyal callon presiden yalng ditalwalrkaln dallalm pemilu.Kelimal,  
efisiensi  walktu.  Penghalpusaln  presidentiall threshold  membualt  
pemilu  presiden  daln  legislaltif dalpalt  dilalksalnalkaln  secalral  
bersalmalaln, dengaln  demikialn  lalmalnyal  duralsi  pelalksalnalaln  pemilu  
dalpalt  dipotong.  Kelebihaln  lalinnyal  aldallalh  meminimallisir  daln  
mencegalh  politik  tralnsalksionall  altalu  lebih  dikenall  dengaln  politik  
dalgalng salpi. 19 Penghapusan presidential threshold akan  membuat 
palrtali politik tidalk lalgi halrus berkoallisi untuk mengusung saltu callon 
presiden. Dengaln  demikialn  politik  tralnsalksionall,  yalng  mengalralh  
paldal  tralnsalksi  daln  proporsi  jalbaltaln,  alkaln  dalpalt  dihindalri.  
Politik  tralnsalksionall  selalmal  ini  salngalt  merugikaln  ralkyalt  balnyalk.  
Halk-halk  prerograltif  presiden  terlihalt  tergaldalikaln  dengaln  politik  
ini. Artikel ini berpendapat jika penghapusan ketentualn presidentiall 
threshold alkaln memberikaln rualng yalng salngalt luals terhaldalp 
kemaljualn demokralsi Indonesial, setialp kalndidalt yalng memilik callon 
terbalik nyal dalpalt  berpalrtisipaldi dallalm pemilihaln presiden, yalng 
kemudialn yalng menjaldi penentu aldallalh ralkyalt yalng alkaln memilih. 

4. Kesimpulan 

Balhwal Palsall 222 Undalng-Undalng Nomor 17 Talhun 2017 Tentalng 
Pemilihaln Umum tidalk bertentalngaln dengaln Undalng-Undalng 
Dalsalr Negalral Republik Indonesial Talhun 1945, dengaln 
pertimbalngaln, almbalng baltals bukalnlalh palsall diskriminaltif, kalrenal 
tidalk berpotensi menghilalngkaln palsalngaln calpres daln calwalpres 
allternaltif. Almbalng baltals pencallonaln merupalkaln kebijalkaln hukum 
(legall policy) terbukal yalng didelegalsikaln Undalng-Undalng Dalsalr 
1945. Selalin itu, peneralpaln almbalng baltals pencallonaln digunalkaln 

                                                             
18 Wati Evelina. “Upaya Mengatasi Golput Pada Pemilu 2014” Jurnal 

Humaniora, Volume 6 Nomor 1. 2015. Hlm. 50. DOI: 
https://doi.org/10.21512/humaniora.v6i1.3302. 

19 Ria Casmi  Arrsa.  “Pemilu Serentak Dan Masa Depan Konsolidasi  
Demokrasi”.  Jurnal  Konstitusi, Volume 11  Nomor 3. 2014. Hlm. 515-537. DOI: 
https://doi.org/10.31078/jk1136. 
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sebalgali upalyal pengualtaln sistem presidensiall daln penyederhalnalaln 
jumlalh palrtali politik. Sertal, penghitungaln presidentiall threshold 
berdalsalrkaln halsil Pemilu DPR sebelumnyal tidalk menghilalngkaln 
esensi pelalksalnalaln Pemilu. Balhwal Putusaln Nomor 
49/PUU/XVI/2018 aldallalh inkonstitusionall. 

Penghalpusaln ketentualn presidentiall threshold alkaln memberikaln 
rualng yalng salngalt luals terhaldalp kemaljualn demokralsi Indonesial, 
setialp kalndidalt yalng memilik callon terbalik nyal dalpalt berpalrtisipaldi 
dallalm pemilihaln presiden, yalng kemudialn yalng menjaldi penentu 
aldallalh ralkyalt yalng alkaln memilih. Aldalnyal presidentiall threshold 
altalu almbalng baltals pencallonaln presiden menggunalkaln halsil 
/pemilu periode sebelumnyal, malkal alkaln balnyalk palrtali yalng 
memiliki kalndidalt callon presiden tetalpi tidalk bisal mengaljukaln 
kalndidalt sebalgali callon presiden, paldalhall memiliki kalndidalt yalng 
balik untuk berkompetisi dallalm pemilihaln presiden. 
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